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1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republiklndonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat U di Sulawesi 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244) ; 

Mengingat 

a. bahwa sebagai . implikasi yuridis dari terbitnya 
Undang-Undang Nomor 6 Ta h u n 2014 tentang Desa 
dan Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksariaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 .tentang Desa, maka untuk 
menjadin ketertiban, keterarahan.kelancaran dan 
kejelasan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan, 
kekayaan dan badan usaha rnilik desa pada seluruh 
desa di Kabupaten Konawe, dipandang perlu 
melakukan sinkronisasi yurids terhadap undang 
undang dan Peraturan Pemerintah yang baru 
tersebut; 

b. bahwa sinkronisasi yuridis sebagairnana dimaksud 
pada huruf a, perlu dituangkan dalam bentuk 
Peraturan Daerah. 

Menimbang 

BUPATI KONAWE, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Ml±BA ESA 

PENGELOLAAN KEUANGAN, KEKA Y AAN DAN. BADAN USAHA 
MILIK DESA 
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TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE 
NOMOR: 31 TAHUN 2015 

BUPATI KONAWE 
PROVINSISULAWESITENGGARA 
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BUPATIKONAWE 

DAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE 

Dengan Persetujuan Bersama 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 113 Tahun 
2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa. 

10. Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Pendampingan Desa. 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal .dan Transmigrasi Nomor 4 .Tahun 2015 
ten tang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, 
dan Pembubaran Sadan Usaha Milik Desa; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan 
Daerah Kabupaten Koriawe Nomor 12 tahun 2007 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Dalam Daerah. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1 Daerah adalah Kabupaten Konawe. 
2 Bupati .adalah Bupati Konawe 
3 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4 Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah .dan DPRD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5 Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe dan Perangkat Daerah 
Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6 Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
7 Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. 
8 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerin tahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Repu blik Indonesia. 

10 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

11 Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh 
penduduk desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Kepala Daerah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

KEUANGAN, KEKAYAAN DAN BADAN USAHA MILIK 
DESA 

PENGELOLAAN TENT ANG DAE RAH PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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12 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh kepala desa setelah dimu syawarahkan bersama 
dengan BPD. 

13 Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan 
pelatihan, serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan desa. 

14 pengawasan adalah tindakan melakukan supervise, monitoring, 
pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan 
kegiatan desa. 

15 Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten. 

16 Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan 
asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 

17 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

18 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

19 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 
jangka waktu 6 (enam) tahun. 

20 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

21 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

22 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. 

23 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB 
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

24 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal .dari kekayaan asli 
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak 
lainnya yang sah. 

25 Barang Milik Desa adalah kekavaan milik Desa beru pa barang 
bergerak dan barang tidak bergerak. 
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Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhu bungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa. 
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 
Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa 
atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mernpunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
desa. 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala 
Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 
Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa. 
Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan 
bidangnya. 
Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang mernbidangi 
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan 
desa. 
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat rrienyrmpan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank· 
yang ditetapkan. 
Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan 
desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. 
Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui 
rekening kas desa. 
Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan -desa 
dengan belanja desa. 
Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa 
dengan belanja desa. 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 
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(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {3) berasal dari 
unsur Perangkat Desa,terdiri dari: 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kepala Seksi; dan 
c. Bendahara. 

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 4 

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa 
yang dipisahkan. 

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewcriarigan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b. menetapkan PTPKD; 
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan 

desa; 
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam 

APBDesa; dan 
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDesa. 
(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keu angan desa, dibantu 

oleh PTPKD. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
. dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

(1) 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

BAB II 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

;· 
. -·-=: .. - .· .. ·.-. 

· ··1-·.···Jc·-~-~::?..._-~_:o .. ~,--::.·· . --;-:r-.,.··.:. . --- - ·- . --· . -------- ----- 1,.>w,r. ,•,c.,.·>. ".,-.-~--c,~·· •. - - .. - .. --·.-. 0---•---- -·-· ··---. ·. -·. -- •·'···· - .... · ... · • 
I . - 



[7] 

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) .huruf c di 
jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. 

(2) Bendahara sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan , 
dan mempertanggungjawabkan perierimaan pendapatan desa dan 
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 7 

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf b 
bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. 

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana -pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggurig 

jawabnya; · 
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di .dalam APBDesa; 
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan; 
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala 

Desa; dan 
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 6 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 2 

bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan 
desa. 

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelclaan 
keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tu gas: 
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, 

perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
APBDesa; 

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APBDesa; 

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa; dan 

e .. melakukan verifikasi terhadap -bukti-bukti penerimaan dan 
pengeluaran APBDesa. 

Pasal 5 

. ···- . - : ·.-:-· i·. 
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(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( l)huruf 
a, meliputi semua penerimaan uang melalui -rekening desa yang 
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 
dibayar kem bali oleh desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 
terdiri atas kelompok: 
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); 
b. Transfer; clan 
c. Pendapatan Lain-Lain. 

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat .(2) hurufa, terdiri 
atas jenis: 
a. Hasil usaha; 
b. Hasil aset; 
c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli desa. 

(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara 
lain hasil Bumdes, tanah kas desa. 

(5) Hasil aset sebagaimana .dimaksud pada ayat (3) huruf b an-tara lain 
tambatan perahu , pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan 
irtgasi. 

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang 

Pasal 9 

Paragraf 1 
Pendapatan 

(1) APBDesa,terdiri atas: 
a. Pendapatan Desa; 
b. Belanja Desa; dan 
c. Pembiayaan Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -huruf c 
diklasifikasikan .menurut kelompok dan jenis. 

Pasal s 

Bagian Ketiga 
APBDesa 
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(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, 
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang -merupakan 
kewajiban desa dalam 1 {satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 

Pasal 12 

Paragraf 2 
Belanja Desa 

( 1) Hi bah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah 
pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. 

(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain peridapatan sebagai hasil 
kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan -perusahaan yang berlokasi 
di desa. 

Pasal 11 

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 
huruf b, terdiri atas jenis: 
a. Dana Desa; 
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah; 
c. Alokasi Dana Desa (ADD); 
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan 
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. 

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dan e dapat bersifat um urn dan 
khusus. 

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus] dan paling 
banyak 30% (tiga puluh persera-tus). 

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, terdiri atas jenis: 
a. Hibah clan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan 
b, Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Pasal 10 

. ----·· .:;:··. 
- melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai 
dengan uang. 

(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d antara lain hasil pungutan desa. 

. .. 
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(1) Belanja Barang .dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang 
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. alat tu-lis kantor; 
b. benda pos; 
c. bahan/material; 
d. pemeliharaan; 
e. cetak/penggandaan; 
f. sewa kantor desa; 
g. sew a perlengkapan dan peralatan kan tor; 
h. makanan dan min-uman rapat; 
1. pakaian dinas dan atributnya; 
J. perjalanan dinas; 
k. upah kerja; 
I. honorarium narasumber / ahli; 
m. operasional Pemerintah Desa; 
n. operasional BPD; 
o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan 
p. pernberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga 
RT/ RW dalam rangka mem ban tu pelaksanaan tugas pelayanan 
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan 
ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. 

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok rnasyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf .p .dilakukan untuk 
menunjang pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 14 

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap clan 
tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan 
pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya 
dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 13 

.,., . 
. . . . ·· .. ~~~?{:_i·:.~:-~r:-- ---.:: .:- :)~ ;;. -.~:-:; · ... 

---- ----- . .... ..~-~ :; •: ··,.:· ·-. 

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam 
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 
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(5) 

(4) 

(3) 

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
Pernbiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
kelompok: 
a. Penerimaan Pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan. 
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
mencakup: 
Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; 
a. Pencairan Dana Cadangan; dan 
b. Basil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 
SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain 
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghema:tan 
belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 

( 1) 

Pasal 17 

( 1) Dalam keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB), 
pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia 
anggarannya. 

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan 
berulang dan/atau mendesak. 

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat ( 1) yaitu antara lain 
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. 

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah. 
(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati; 
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianggarkan dalam belanja tidak terduga. 

Pasal 16 

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf -c, 
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan 
barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) 
bulan. 

(2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan 
desa. 

Pasal 15 

.·.·,-. 
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(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(2) huruf b, terdiri dari : 
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan 
b. Penyertaan Modal Desa. 

(2) Pemerintah Desa dapat ·membentuk dana cadangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang 
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya -dibebankari 
dalam satu tahun anggaran. 

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan peraturan desa. 

{4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 
merrruat: 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari 
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pembentukan -dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l)huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri. 

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun a:khir masa 
jabatan Kepala Desa. 

Pasal 18 

(8) 

(7) 
(6) 

-···:·. 
::: .. f - . --· 

-j . 

SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan 
pembiayaan yang digunakan untuk: 
menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari 
pada realisasi belanja; 
a. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 
b. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan. 
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari 
rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran 
berkenaan. 
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil 
penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

(9) 

. . 
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(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) .dan Kepala Desa tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi 
Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 21 

( 1) Raricartgan Peraturan Desa ten tang APBDesa yang telah disepakati 
bersama sebagairnana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan 
oleh Kepala Desa kepada Bupatimelalui camat atau sebutan lain paling 
lambat3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!)paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 

(3) Dalam hal Bupatitidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat ·(2) Peraturan Desa tersebut berlaku 
dengan sendirinya. 

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya basil evaluasi. 

Pasal 20 

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada Kepala Desa. 

(3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan 
Perrnu syawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 

(4) Rancangan Peraturan Desa ten tang APBDesa disepakati bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober 
tah un berj alan. 

Pasal 19 

Paragraf 1 
Perencanaan 

Bagian Keempat 
Pengelolaan 

·!·:··· - 
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(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

(2) Khu su s bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pernerintah 
Kabupaten. 

Pasal 23 

Paragraf 2 
Pelaksanaan 

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa kepada carnat atau sebutan lain . 

. (2) Camat rnenetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
diterirnanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku 
dengan sendirinya. 

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya hasil evaluasi. 

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, 
Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada 
Bupati. 

(6) Ketentuan lebih .lanju t mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa ten tang APBDesa kepada Camat diatur dalarn Peraturan 
Bupati. 

Pasal 22 

(2) Pernbatalan Peraturan Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
sekaligus rnenyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran 
sebelurnnya. 

(3) Dalarn hal Pernbatalan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) Kepala 
Desa hanya dapat rnelakukan pengeluaran terhadap operasional 
penyelenggaraan Pernerintah Desa. 

(4) Kepala Desa rnemberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut 
peraturan desa dirnaksud. 

1';' 
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(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1) pelaksana kegiatan -mengajukan -Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. 

Pasal 27 

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 
kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran. 
Biaya. 

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. 

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. 

Pasal 26 

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 
dilakukan se_belum rancangan peraturan desa ten tang APBDesa 
ditetapkan menjadi peraturan desa. 

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk 
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional 
perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. 

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih <lulu harus dibuat Rincian 
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

Pasal 25 

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penenmaan 
desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jurnlah 
tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah 
desa. 

(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 24 

(3) Semua penerimaan ' dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 
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(1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi: 

Pasal 32 

Pengadaan barang dan/ atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 31 

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 30 

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh 

pelaksana kegiatan; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang 

tercantum dalam permintaan pembayaran; 
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana 

kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
(2) · Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan 
pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. 

(3) Pernbayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) 
selanju tnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. 

Pasal 29 

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas: 
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan 
c. Lampiran bukti transaksi 

Pasal 28 

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. 
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Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan: 

Pasal 35 

( 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 
(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tut-up buku setiap akhir bulan secara 
tertib. 

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 
laporan pertanggungjawaban. 

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat .(3) 
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling Iambat 
tanggal 10 bulan berikutnya. 

Pasal 34 

Paragraf-3 
Penatausahaan 

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten 
serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa 
disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan 
APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang 
peru bahan APBDesa. 

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diinformasikan kepada BPD. 

Pasal 33 

a .. keadaan yang .menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis 
belanja; 

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) 
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 

c. terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalarn pendapatan desa 
pada tahun berjalan; dan/ a tau 

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 
ekonomi, dan/ a tau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun anggaran. 

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara 
penetapan APBDesa. 
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(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan. 

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Tahun Anggaran berkenaan; 
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan; dan 
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke desa. 

Pasal 37 

Paragraf 5 
Pertanggungjawaban 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada Bupati berupa: 
a. laporan semester pertama; dan 
b. laporan semester akhir tahun. 

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berupa laporan realisasi APBDesa. 

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 
berjalan. . 

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b disampaikan paling· lambat pada akhir bulan Januari tahun 
berikutnya. 

Pasal 36 

Paragraf 4 
Pela po ran 

a. buku kas umum; 
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan 
c. buku Bank. 

. . . . 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal 42 

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pemban tu Kas 
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pernbayaran 
serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan 
APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahu n serta La poran 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagairriana 
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 28 huruf a dan 
huruf b, Pasal 36 dan Pasal 37 tercantum dalarn Lampiran yang meru pakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

·.:· . ·. 
•,. :r ·~ ,·-· ;;.,; 

Pasal 41 

(1) Laper-an realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain. 

(2) Laporan pertanggungjawaban reali sasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lam bat 1 
(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 40 

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 
Pasal 37 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan 
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan 
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

Pasal 39 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagairnana 
dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisah kan 
dariIaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal 38 

-~ - ; Jt .. r· 
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(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan periambahan 
dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai- dengan 
kesepakatan musyawarah Desa. 

Pasal 47 

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meriingkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa. 

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa 
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. 

Pasal 46 

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik 
Desa. 

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 
perangkat Desa.. · 

Pasal 45 

Pengelolaan kekayaan rnilik Desa merupakanrangkaian kegiatan nrulai dari 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamarian, 
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan 
milik Desa. 

Pasal 44 

(1) Kekayaan rnilik Desa diberi kode barang dalarn rangka pengamanan. 
(2) Kekayaan rnilik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak 

lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa. 
(3) Kekayaan rnilik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan 

untuk mendapatkan pinjaman. 

Pasal 43 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB III 
PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA 

- ;. __ . ·::. .. ;.: :·· - . . . :. ···---··.- ... - - 
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(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. menjadi milik 
desa. 

Pasal 50 

(1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas: 
a. tanah Kas Desa; 
b. pasar Desa; 
c. pasar Hewan; 
d. tambatan Perahu; 
e. bangunan Desa; 
f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan; 
g. lain-lain kekayaan milik Desa. 

(2) lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain : 
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah; 
b. barang yang berasal dari perolehan Iainnya dan atau lembaga dari 

pihak ketiga. 
c. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan a tau yang sejenis; 
d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak 

dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku. 
e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribu si 

Daera/1; 
f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota ; 
g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang 'sah dan tidak mengikat; dan 
h. hasil kerjasama desa. 

Pasal 49 

Bagian Kedua 
Jenis Kekayaan Desa 

(1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah 
kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah 
digunakan untuk fasilitas umum. 

(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum. 

Pasal 48 

dan pemerin tah daerah berakala lokal 
sesuai dengan ketentuan peraturan 

Kekayaan milik Pernerintah 
Desa dapat dihibahkan 
perundang- undangan. 

(2) 

.. 
'' 
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(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh 
melalui: 
a. pembelian; 
b. sumbangan; 
c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak 

lain; dan 
d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 55 

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencaria kerja dan 
Anggaran Pendapatan dan BeJanja Desa setelah memperhatikan 
ketersediaan ·barang milik Desa yang ada. 

Pasal 54 

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerin tah Des a clan dimanfaatkan 
sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa .. 

Pasal 53 

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendupatan 
dan Belanja Desa. 

Pasal 52 . I 
I 

(3) 

(1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, 
kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian 
nilai. 
Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna clan berhasilguna 
untuk meningkatkan pendapatan desa. 
Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada lio/at (1) 
harus mendapatkan persetujuan BPD. 

(2) 

Pasal 51 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Kekayaan Desa 

(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 
dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa. 
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(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pmjam pakai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 huruf b hanya dilakukan oleh Perrierintah 
Desa dengan Pemerintah Desa. 

(2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan 
bangunan. 

(3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana · 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kcpala Desa 
setelah mendapat persetujuan BPD. 

(4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat 
diperpanjang. 

(5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 

Pasal 58 

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar: 
a. menguntungkan Desa; 
b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai derigan Jeni's 

kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan 
c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepaia · ::I)~sa 

setelah mendapat persetujuan BPD. 
(2) sewa sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat 

perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya merrrua t: 
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. obyek perjanijian sewa menyewa; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. penyelesaian perselisihan; 
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. 

Pasal 57 

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa: 
a. sewa; 
b. pinjam pakai; 
c. kerjasama pemanfaatan; dan 
d. bangun serah guna dan bangun guna serah. 

Pasal 56 

(2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) menjadi milik 
Desa, 

. · ---.-- ·-· .·.; 
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(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun 
guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan 
atas dasar: 
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 

penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan 
um urn. 

Pasal 60 

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56 huruf c dilakukan atas dasar: 
a. mengoptimalkan daya guna dan basil guna kekayaan Desa; 
b. meningkatkan pendapatan desa; 

(2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 

(3) Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan 
keten tuan sebagai beriku t: 
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk 

memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan Kekayaan 
Des a; 

b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan mu syawarah 
mufakat antara Kepala Desa dan BPD; 

c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD; 
d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada 

pihak lain; dan 
e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jems 

kekayaan desa dan dapat diperpanjang; 
(4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat 

perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat: 
a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian 
b. Obyek perjanjian pinjam pakai 
c. Jangka waktu 
d. Hak dan kewajiban para pihak 
e. Penyelesaian perselisihan 
f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 
g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian 

Pasal 59 

b. obyek perjanijian pinjam pakai; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. penyelesaian perselisihan; 
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. 

:·, ······-·-·· ·----·· .. ·-·--· - __ .: .. ··" .. -· ~~-.i.a...-,·.:ii.c..£-·.·~~,.::~.: ,.··.1_-.·,~-r·=- .. ~~~- -;•· ,··:·•,._· .. ,. • ~t·•;••··.··,·,·~--~~:,.--~···- :-'·!-::.'~.·-' _:_::. • . -·-·-··· ... , . -----'t ··- .... ·-· ..... ,:···· ... ·,.-· .. ,I 

. r· . ' 

.. 

.------------------------------------------·--·.---.--·-··· 



(25] 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa 
kepada Bupatimelalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/ atau 
sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban. 

Pasal 64 

Bagian Keempat 
Pela po ran 

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 63 

(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolchkan 
dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali 
diperlukan untuk kepentingan umum. 

(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesual harga yang 
menguntungkan desa dengan memper hatikan harga pasar dan Nilai 
Jual Objek Pajak (NJOP). 

(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk rnembeli 
tanah lain yang lebihbaik dan berlokasi di Desa setempat. 

(4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dirnak.sud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat IJm 
tertulis dari Bupati dan Gubernur. 

Pasal 62 

(1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 merupakan 
penerimaan/pendapatan Desa. 

(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya 
disetorkan pada rekening Desa. 

Pasal 61 

b. tidak tersedia dana dalam ·· Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
untuk penyediaan bangunan dan fasilita 
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(1) Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang 
Pendirian BUMDesa 

(2) Desa dapat mendirikan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dengan mempertimbangkan: 
a. inisiatif Perneriritah Desa dan/ atau masyarakat Desa; 
b. potensi usaha ekonomi Desa; 
c. sum berdaya alam di Desa; 
d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan 
e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan 

dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian 
dari usaha BUMDesa. 

Pasal 67 

Pendirian BUMDesa bertujuan: 
a. meningkatkan perekonomian Desa; 
b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 
c. meningkatkan ·usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 

Desa; 
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau 

dengan pihak ketiga; 
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga; 
f. mem buka lapangan kerj a; 
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli 

Des a. 

Pasal 66 

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh 
kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan um urn yang dikelola oleh 
Desa dan/ atau kerja sama antar-Desa. 

Pasal 65 

Bagian Kesatu 
Pendirian BUMDesa 

BABIV 
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA 

. r : .•· 
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(1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa 
dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa 
atau lebih. 

(2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan 
kerja sama antar-Desa yang terdiri dari: 
a. Pemerintah Desa; 
b. anggota Badan Permusyawaratan Desa; 
c. lembaga kemasyarakatan Desa; 
d. lembaga Desa lainnya; dan 
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. 

(3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap peridirian BUMDesa 
bersama. 

(4) BUMDesa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa 
tentang Pendirian BUMDesa bersama. 

Pasal 69 

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati 
melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi 
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa. 

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial 

budaya masyarakat; 
b. organisasi pengelola BUMDesa; 
c. modal usaha BUMDesa; dan 
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa. 

(3) Basil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi pedoman bagi Pernerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang 
Pendirian BUMDesa. 

Pasal 68 
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(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari: 
a. Penasihat; 
b. Pelaksana Operasional; dan 
c. Pengawas. 

(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat menggunakan ·penyebutan nama setempat yang 
dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

Pasal 73 

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. 

Pasal 72 

Paragraf 2 
Organisasi Pengelola BUMDesa 

BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi: 
a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan 

perjanjian, dan rnelakukan · kegiatan usaha dengan modal yang 
sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan 

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 {enam 
puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang 
lembaga keuangan mikro. 

Pasal 71 

(1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. 
(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal 
dari BUMDesa dan masyarakat. 

(3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan 
hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa 
tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 
ayat (3). 

Pasal 70 

Paragraf 1 
Bentuk Organisasi BUMDesa 

Bagian Kedua 
Pengurusan dan Pengelolaan BUMDesa 

• ·- t :::... •• -=-~=::~ . ··, 
-· . - -··· . .:.. .:::!~; 

· , 
,'>:. ·, '1 -. . . . ·. 

I 

·· .. ·:--··. 

:"·:,.;"<.~1:1 -,.:>. •• ·::t-·:!,-·~---·· - ·--. -- :- ···-~·.- .. ·~·· '-·--·-·-·-'"··- ··-· · ...• ·- ·---·t· .. 1.···.------·.· .,._ · ·r-~--~·-···· --··~· ·····.--· .. · .. -_ .. c •• ···- ., .•••• -~-:r::_~:...~::::::::-:··0.~~: .. _ .. __ -:-·:y-,,r/.·" 
.. "' 



"I - i5M.ildui £¥WIC¥tW&Mi6 & iiiEi5tibM9 E W Fla fffMIMMAM¥4iFM&WW 

(29] 

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf 
mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
berkewajiban: 
a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar mcnjadi 

lembaga yang melayani kebu tuhan ekonomi dan / a tau pelayanan 
umum rriasyarakat Desa; 

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi De sa untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan 

c. melakukan kerjasama dengan lernbaga-lembaga perekonomian Desa 
lainnya. 

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 
a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa 

setiap bulan; 
b. membuat laporan perkernbangan kegiatan unit-unit usaha 

BUMDesa setiap bulan; 
c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa 

kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang 
kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 

Pasal 75 

{l) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat 
secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. 

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: 
a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam 

melaksanakan pengelolaan BUMDesa; 
b. rnemberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 

penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan 
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa. 

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang: 
a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional rriengenar 

persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan 
b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan 

kinerja BUMDesa. 

Pasal 74 
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[30] 

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam -Pasal 73 ayat (I] huruf c 
mewakili kepentingan masyarakat. 

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri .dari: 
a. Ketua; 
b. Wakil Ketua merangkap anggota; 
c. Sekretaris merangkap anggota; 
d. Anggota. 

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai 
kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja 
BUM Desa sekurang-kurangnya 1 {satu) tahun sekali. 

(4) Pengawas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berweriang 
rnenyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk: 
a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2); 

Pasal 78 

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi: 
a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; 
b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun; 
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap 

usaha ekonomi Desa; dan 
d. pendidikan minimal setingkat SMU /Madrasah Aliyah/SMK atau 

sederajat; 
(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan: 

a. meninggal dunia; 
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar 

'dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; 
c. mengundurkan diri; 
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga 

menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; 
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai ter sangka. 

Pasal 77 

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
73 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus 
sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus 
pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang 
usaha. 

(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan 
kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkeriaan dengan 
tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya. 

Pasal 76 
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(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 3y;0.;_ 

(2) huruf a terdiri atas: 
a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatr.n 

dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme .APB 
Desa; 

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pernerintah 
Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; 

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lcrnbaga sosial ekonorni 
kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai 
kekayaan kolektif Desa dan disalurkan rnelalui mekanisme /\PE 
Desa; 

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. 

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 80 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan rnasyarakat dan atau 
simpanan masyarakat. 

Pasal 81 

Pasal 80 

(1} Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa. 
(2) Modal BUMDesa terdiri atas: 

a. penyertaan modal Desa; dan 
b. penyertaan modal masyarakat Desa 

Paragraf 3 
Modal BUM Desa 

Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan 
ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan 
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. 

Pasal 79 

b. penetapan kebijakan · pengembangan kegiatan usaha dari BUM 
Desa; dan 

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana 
Operasional. 

(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga BUM Desa. 
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(1) BUMDesa dapat rnenjalankan usaha perantara (brokering)yang 
memberikan jasa pelayanan kepada warga. 

(2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dirriaksud pada ayat (1) 
dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi: 
a. jasa pembayaran listrik; 
b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan 

masyarakat; dan 
c. jasa pelayanan lainnya. 

Pasal 84 

Pasal 83 

(1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang 
untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk 
memperoleh Peridapatan Asli Desa. 

(2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan mcliputi: 
a. alat transportasi; 
b. perkakas pesta; 
c. gedung pertemuan; 
d. rumah toko; 
e. tanah milik BUMDesa; dan 
f. barang sewaan lainnya. 

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana 
yang memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat 
dengan memperoleh keuntungan finansial. 

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, 
meliputi: 
a. air minum Desa; 
b. usaha listrik Desa; 
c. lumbung pangan; dan 
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. 
e. Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2)-diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi 
tepat guna. 

Pasal 82 

Paragraf 4 
Klasifikasi Jenis UsahaBUM Desa 
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(1) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk 
dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam 
skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. 

(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat -berdiri 
sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar 
turnbuh menjadi usaha bersama. 

(3) Unit u saha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi: 
a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi 

nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; 
b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari 

kelompok masyarakat;dan 
c. kegiatan u saha bersama yang mengkonsolidasikan jenis u saha lokal 

lainnya. 

Pasal 87 

(1) -BUMDesa dapat rnenjalankan bisnis keuangan (financial business) 
yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan 
oleh pelaku usaha ekonomi Desa . 

. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimak sud pada ayat (1) 
dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang rrrudah diakses 
oleh masyarakat Desa. 

Pasal 86 

( 1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/ atau 
berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang 
lebih luas. 

(2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) rneliputi: 
a. pabrik pengolahan sagu dan kelapa; 
b. pabrik es; 
c. pabrik asap cair; 
d. hasil pertanian; 
e. sarana produksi pertanian; 
f. sumur bekas tambang; dan 
g. kegiatan bisnis produktif lainnya. 

Pasal 85 
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(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari 
basil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban 
pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris 
dalam 1 (satu] tahun buku. 

(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaim ana dimaksud pada ayat 
( 1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran 
Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. 

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. 

Pasal 89 

Paragraf 5 
Alokasi Hasil Usaha BUMDesa 

Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan 
mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM 
Desa, meliputi: 
a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa; 
b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang 

BUMDesa; 
c. peridirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (social business) 

dan bisnis penyewaan (renting); 
d. analisis kelayakan u saha BUMDesa yang berorientasi pada usaha 

perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial ( (social 
business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan 
(trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan 
teknologi, aspek manajemen dan surnberdaya manusia, aspek 
keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha 
dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan 
usaha; 

e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk 
kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak 
swasta, organisasi sosial-ekonorni kemasyarakatan, dan/ a tau lembaga 
donor; 

f. diversifikasi usaha dalam -bentuk BUM Desa yang berorientasi pada 
bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding). 

Pasal 88 
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(1) Kerjasama antar 2 (dua] BUM Desa atau lebih dibuat dalarn naskah 
perjanjian kerjasarna. 

(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling 
sedikit memuat: 
a. subyek kerjasama; 
b. obyek kerjasama; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajiban; 
e. pendanaan; 
f. keadaan memaksa; 
g. pengalihan aset ; dan 
h. penyelesaian perselisihan 

(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Dcsa atau lebih 
ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-rnasing BUM Desa 
yang bekerjasama. 

Pasal 92 

Pasal 91 

(1) BUM Desa .dapat melakukan kerjasama an tar 2 (dua) BUM Desa atau 
lebih. 

(2) Kerjasama antar 2 (du a] BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam 
satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah; 

(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat 
persetujuan masing-masing Pemerintah Desa. 

Paragraf 7 
Kerjasama BUMDesa Antar-Desa 

Pasal 90 

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi be ban BUM Desa. 
(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi \kerugian dengan aset 

dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah 
Desa. 

(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian 
dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai 
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai 
kepailitan. 

Paragraf 6 
Kepailitan BUMDesa 

; ; , 

:...:::_.~-;- r···-·-'·--"-"""--'-·'-'-';.;:;:c.,,,;,;::1~~+.;.,;;~.;1,;,w,.;,";;~~r'·:, "':'!"<!!''"''"'.";,,~:,,l~;),0;('01,. es- .. •:,·.;."'"-~·-· ... ,,:·1,r-<,;,o.;,,,,'!~··~,'.'·'·"-" ~;'-=::.c_:_:_ ._ . . ~~---'--•· - ""'-' ~-''-~---- ·-·-""- - -~-~-.,. ... . 

' ·:" .. ,!.: .. 

I 
.. ·, -·>·ttr::t,<?::: .r · 

. :;-;:;.~.:.-:-:, .. -r.. ,·· I - . ·- .. -· 
i 



[36) 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Kekayaan 
Desa. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan menetapkan 
kebijakan teknis pengelolaan dan rnelindungi Kekayaan Desa. 

(3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan. desa melalui 
audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah; 

Pasal 97 

Bupati melakukan pembinaan, pernantauan dan evaluasi terhadap 
pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa 

Pasal 96 

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa. 

Pasal 95 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(1) Pelaksana ·Operasional rnelaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan 
BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala 
Desa. 

(2) BPD -melakukan pengawasan terhadap kinerja Pernerintah Desa dalam 
mernbina pengelolaan BUM Desa. 

(3) Pemerintah Desa mernpertanggungjawabkan tugas pembinaan 
terhadap BUM Desa kepada . BPD yang disampaikan melalui 
Mu syawarah Desa. 

I 
i 
I 

Pasal 94 

Paragraf 8 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa 

(1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggung 
jawabka.n kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa. 

(2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang 
berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peratu ran perundang 
undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. 

Pasal 93 
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 101 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelurn Peraturan Daerah 
ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya. 

(2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini 
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini 
berlaku. 

Pasal 100 

(1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pernekaran Desa. 
Dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa; 

(2) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
difasilitasi oleh Camat; 

(3) Dalam hal hasil mu syawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak 
tercapai, pembagalan Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan 
Bupati ; 

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) harus 
mernpertimbangkan : 
a. pemerataan dan Keadilan; 
b. manfaat; 
c. transparansi; 
d. sosial budaya masyarakat setempat. 

Pasal 99 

( 1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka 
Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik 
Desa baru; 

(2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani 
oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui 
oleh Bupati. 

Pasal 98 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
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